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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia 
Kementerian Agama yang memiliki kompetensi, 
integritas, komitmen, daya inovasi, dan sikap 
inklusif, perlu diselenggarakan pendidikan dan 
pelatihan teknis secara menyeluruh dan terpadu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan 
Kementerian Agama; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 430); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4019); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 
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9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
1 Kementerian Negara; 

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Standar Kepala 
Sekolah/Madrasah; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 592); 

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen 
Agama Kabupaten/Kota; 

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 345 Tahun 2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan 
dan Pelatihan Keagamaan; 

Memperhatikan :1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi 
Lembaga Diklat Pemerintah; 

2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis; 

3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 
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4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Fungsional; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat 
Teknis adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai di lingkungan 
Kementerian Agama.  

2. Kompetensi teknis adalah sejumlah pengetahuan, keahlian, 
keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat 
melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di 
lingkungan Kementerian Agama. 

4. Pegawai non-PNS adalah karyawan atau tenaga kerja yang bertugas di 
instansi Kementerian Agama atau intansi yang menunjang tugas 
pokok Kementerian Agama. 

5. Instansi Pembina Diklat Teknis yang selanjutnya disebut Instansi 
Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara. 

6. Diklat Teknis Fungsional adalah Diklat yang diselenggarakan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi pejabat 
fungsional tertentu.  

7. Diklat Teknis Substantif adalah Diklat yang diselenggarakan untuk 
meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas atau 
pekerjaan PNS dan/atau  Pegawai non-PNS. 

8. Pengelola Diklat Teknis adalah pejabat pada Pusdiklat atau Balai 
Diklat yang diberi kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam 
penyelenggaraan Diklat Teknis. 

9. Penyelenggara Diklat Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala 
Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat untuk menyelenggarakan setiap 
jenis Diklat Teknis.  
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10. Pusdiklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis 
Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan 
serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. 

11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan adalah Unit Pelaksana 
Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta 
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, yang selanjutnya 
disebut dengan Balai Diklat. 

12. Standar Kediklatan Teknis adalah kriteria minimal yang menjadi 
acuan penyelenggaraan diklat teknis yang meliputi isi, proses, 
kompetensi alumni, tenaga kediklatan, sarana dan prasarana, 
pengelolaan, pembiayaan, dan evaluasi. 

13. Widyaiswara adalah Widyaiswara PNS di lingkungan Kementerian 
Agama. 

14. Tenaga ahli adalah pejabat, pakar, atau praktisi di bidang tertentu 
yang karena keahlian, kemampuan, atau kedudukannya dapat 
ditugaskan untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih di 
Pusdiklat/Balai Diklat. 

15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. 

Pasal 2 
Tujuan Diklat Teknis adalah:  
a. secara khusus untuk meningkatkan kompetensi teknis PNS dan 

Pegawai non-PNS yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, 
sikap dan perilaku agar sesuai dengan standar kompetensi teknis 
yang dibutuhkan oleh satuan organisasi dan/atau jabatannya; dan 

b. secara umum untuk meningkatkan kinerja organisasi tempat PNS 
atau Pegawai non-PNS melaksanakan tugasnya. 

BAB II 
JENIS DAN JENJANG  

Pasal 3 
Jenis Diklat Teknis terdiri atas:  
a. Diklat Teknis Fungsional, yang meliputi: 

1. Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional; dan 
2. Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Jabatan 

Fungsional. 
b. Diklat Teknis Substantif, yang meliputi: 

1. Diklat Teknis Substantif Pembekalan Penugasan Tambahan; dan 
2. Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi. 
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